BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 6 T4HUN 2023

TENTANG

PENCABUTAN 2 (DUA) PERATURAN BUPATI WONOGIRI

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

a.

BUPATI WONOGIRI,

bahwa untuk melaksanakan Surat Gubernur Jawa Tengah
Nomor 180/0000218 tanggal 4 Januari 2018 tentang
Tindaklanjut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 dan Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 53 Tahun 2022, maka perlu mencabut dua
(2) Peraturan Bupati Wonogiri;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pencabutan 2 (Dua) Peraturan Bupati Wonogiri;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah  Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah(Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3273);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah

f



10.

11.

12.

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6236);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4828);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun
2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomr 57);

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah  Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah
Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020
tentang Penanggulangan Penyakit Menular di Provinsi
Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2020 Nomor 25};



Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN 2 (DUA)
PERATURAN BUPATI WONOGIRI

Pasal 1

Pada saat Peraturan Bupai ini mulai berlaku:

1. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan
Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah
Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 53); dan

2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan
Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah
Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 5);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabuapaten
Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 24 Februari 2023

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 24 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,




PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

SEKRETARIAT DAERAH

JI. Kabupaten No. 4-5 Wonogiri 57612
Telp. (0273) 321002, Faks (0273) 322318
Email : setda@wonogirikab.go.id, Website : www.won

Wonogiri 10 Januari 2023

Nomor : 180.18/ 278 Yth. Kepada:
Sifat . Segera Gubernur Jawa Tengah
Lamp. : 1 (satu) bendel c.q. Kepala Biro Hukum Setda
Perihal : Fasilitasi 1 (satu) Rancangan Provinsi Jawa Tengah
Perbup Kabupaten Wonogiri di-
SEMARANG

Dengan hormat, bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 88
Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan
Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 maka bersama ini kami sampaikan 1
(satu) Raperbup Kabupaten Wonogiri tentang Pencabutan Dua (2) Peraturan
Bupati Wonogiri.

Selanjutnya kami mohonkan fasilitasi lebih lanjut terhadap 1 (satu)
Raperbup dimaksud.

Demikian untuk menjadikan periksa.

4RAT| WONOGIRI
“YARIS DAERAH,

bih% Ptama Madya
840515 198503 1010

Tembusan :
- BUPATI WONOGIRI (Sebagai laporan).



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
SEKRETARIAT DAERAH

JI. Kabupaten No. 4-5 Wonogiri 57612
Telp. (0273) 321002, Faks (0273) 322318
Email ;: setda@wonogirikab.go.id, Website : www.wonogirikab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG
PERENCANAAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Ayat (2)
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan
perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan
ditetapkan oleh instansi masing-masing untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah
tentang Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan
Bupati Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Wonogiri Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia,
Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

S. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri
Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Wonogiri Nomor 156);

6. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang
Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten
Wonogiri Tahun 2016 Nomor 58) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terahir dengan Peraturan Bupati Wonogiri
Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang
Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten
Wonogiri Tahun 2019 Nomor 66);

7. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah
Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 60);



Menetapkan
KESATU

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan
Bupati Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Wonogiri Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran keputusan ini.

Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan
Sekretaris Daerah ini dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun
Anggaran 2023.

Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 12 Januari 2023




LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERENCANAAN PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2023

DAFTAR PERENCANAAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

TAHUN 2023

NO

NAMA RANCANGAN PERATURAN BUPATI

PENCABUTAN 2 (DUA) PERATURAN BUPATI WONOGIRI

Ditetapkan di Wonogiri

pada tanggal 12 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH

PATEN WONOGIRI,




